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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas ridho-Nya Penyusunan Standar pelayanan
penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelavanan,
Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Menyusun, Menetapkan dan Menerapkan Standar
serta Menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemamouan penyelenggara,

Kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Sebagai Instansi/Lembaga Teknis yvang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam hal
pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan dengan adanya
Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun ini, proses Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih Teratur, Tertib dan Terarah, sehingga
beberapa misi Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun vaitu “meningkatkan perekonomian
daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal serta meningkatkan pelayanan publik”, dapat

terwujud menuju Sarolangun lebih sejahtera.

Sarolangun, £ Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

D. SIL M.PdI
maSLgdma Muda (1V/c)
50604 199803 1 004
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Kata Pengantar.
Daftar Isi.
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PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745) 91575

SAROLANGUN

Kode Pos : 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 /DISDUKCAPIL/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk
terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh
pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan
partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar
Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a
perlu mengatur Pedoman Penyusunan Standar pelayanan
penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sarolangun.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor S5038);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas. L_Jndang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peratu.ran‘ Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

2018 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil; ey
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6. Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara
03/KEP/M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

re

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparasi
dan Akuntabilitas dan Penyclenggaraan Pelayanan Publik ¢
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar  Operasional ~ Prosedur  (SOP)

Adminstrasi
Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009
Nomor 08);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SAROLANGUN.

Menetapkan
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Menetapkan  Standar  Pelayanan Penerbditan - LUokullitls
Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Meliputi :

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-EI)
Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah (WNI)
Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang (WNI)
Pelayanan Legalisir Kartu Keluarga (KK-Non TTE) dan KTP-el
Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta dan Kutipan Akta
Kelahiran
Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta dan Kutipan Akta
Kematian

9. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta dan Kutipan Akta

Perkawinan
10. Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan
11. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta dan Kutipan Akta
perceraian

12. Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian
13. Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak
14. Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak
15. Pelayanan Penerbitan Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil
16. Pelayananan Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil
17. Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
18. Pelayanan Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil

L L o

9

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU wajib dipedomani dalam pelayanan penrbitan

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di SAROLANGUN
pada tanggal, .6 Januari 2020

KEPALA DINAS
KEPF’U’Q’I}{?\QKQ DAN PENCATATAN SIPIL
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Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sarolangun

Nomor 2 /Disdukeapil/2020
Tanggal + ¢ Januari 2020

RINCIAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

[ NO | RINCIAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI
3 KEPENDUDUKAN

il 1 | Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
i
{

o

Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

{ — —
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‘\ 3 | Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
|
| 4 | Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah (WNI)
|
|
i |
‘ ; 5 | Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang (WNI)
B |
||
: | 6 |Pelayanan Legalisir Kartu Keluarga (KK-Non TTE) dan KTP-cl
|
B
, KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sarolangun

Nomor : 3 /Disdukcapil/2020
Tanggal : ¢ Januari 2020

'NCIAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI
PENCATATAN SIPIL

RINCIAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI
PENCATAN SIPIL

Standar Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta dan Kutipan Akta
Kelahiran

Standar Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta dan Kutipan Akta
Kematian

Standar Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta dan Kutipan Akta
Perkawinan

Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Standar Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta dan Kutipan Akta
Perceraian

Standar Pelayanan Pembatalan Perceraian

LStandar Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

\ Standar Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak

\ Standar Pelayanan Penerbitan Ganti Kutipan Akta PencatatanfSi;i)il

| Standar Pelayananan Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil
Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Standar Pelayanan Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS

Druae
fo. [ URAS vy ENDUDYKA
] DA PENCATATAN &
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STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAROLANGUN

A. PENDAHULUAN

Visi utama yang diemban oleh pemerintah atau suatu organisasi adalah
tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang prima
kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan didalam organisasi
publik/pemerintah, baik Pelayanan yang diberikan secara langsung maupun
pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Namun demikian
Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun dinilai masih belum memenuhi
kebutuhan masyarakat serta pelayanan masih belum memberikan kepuasan.

Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, oleh karena
itu upaya Pemerintah untuk mereformasi sistem penyelenggaraan Pemerintah
terus dilakukan melalui berbagai macam kebijakan yang mendorong kearah
kebaikan. Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip tata
penyelenggara pemerintah yang baik (good governance). Salah satu prinsip
tersebut adalah penerapan transparasi dan akuntabilitas kegiatan

penyelenggara pemerintahan. Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas
dimaksud antara lain adalah penyusunan standar bagi setiap jenis pelayanan
publik. Melalui prosedur yang jelas akan lebih mudah diketahui berapa biaya
yang diperlukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat,
peralatan apa saja yang diperlukan, dan persyaratan apa saja yang harus
dipenuhi oleh pengguna jasa pelayanan.

Prosedur tersebut harus distandarkan agar pelayanan yang dihasilkan
sesuai dengan yang harapkan. Pembakuan Prosedur dimaksud lebih dikenal
dengan Standar Pelayanan (SP) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai
pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh individu yang ada dalam unit
pelayanan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat atau

pelanggan yang ditetapkan secard tertulis.

Dengan demikian Standar Pelayanan akan bermanfaat sebagai
pedoman bagi setiap pegawai atau pejabat dalam memberikan pelayanan rutin,

membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam

memberikan pelayanan,
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lenjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai macam situasi,

lembantu  memberikan informasi yang diperiukan, sekaligus  dapat
nemberikan informasi bagi kinerja pelayanan dan meningkatkan efisiensi dan

fektifitas dalam pengelolaan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daergh Kabupaten Sarolangun Nomior
)3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten

Sarolangun
Tahun 2009 Nomor 08); adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap

kebijakan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun

2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka Dinas

Kepandudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Menetapkan
Maklumat Pelayanan yaitu :

Kepala Dinas Beserta karyawan/Karyawati

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun

“Dengan ini, Kami sanggup
menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar

pelayanan dan bertekat untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja

dan kualitas pelayanan. Jika kami tidak menempati janji ini, kami siap

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”

Sedangkan Motto pelayanan adalah “BERKAH” (Bersih, Efektif, Ramah,
Komitmen, Akuntabel dan Mudah)

B. STANDAR PELAYANAN
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ir Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

{omponen

Uraian

Hukum

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah:

Peraturan Men‘eri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

at Pelayanan

. Penerbitan Kartu Keluarga Baru:

. Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan

- Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan

1
2
3

Izin tinggal tetap bagi orang Asing;
Fotocopy/menunjukkan Kutipan Akta Nikah /Akta
Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang bagi
penduduk yang pindah;

Surat Keterangan Datang dari luar negeri;

S Mengisi Formulir permohonan KK,

anggota keluarga karena kelahiran:
1 Kartu Keluarga Lama;

2 Kutipan Akta Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua;
3 Mengisi Formulir permohonan KK:

anggota keluarga untuk menumpang:
1 Kartu Keluarga lama;

2 Kartu Keluarga yang akan ditumpangi;

3 Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang
pindah

5 Surat Keterangan Datang dari luar negeri karena
pindah;

Mengisi Formulir permohonan KK,
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d. Perubahan Kartu Keluarga
1 Kartu Keluarga lama atau Kartu Keluarga yang

2 Paspor;

3 Izin tinggal tetap;
4 Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing

tinggal tetap;
5 Mengisi Formulir permohonan KK.

e. Perubahan Kartu Keluarga karena pengurangan
anggota keluarga:
1 Kartu Keluarga lama;

9 Surat keterangan Kematian;
3 Surat keterangan pindah bagi penduduk yang

pindah;
4 Mengisi Formulir permohonan KK.

f. Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau

rusak:

1 Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;

2 Kartu Keluarga yang rusak;

3 Fotocopy atau menunjukkan dokume
dari salah salah satu anggota keluarga;

4 Dokumen keimigrasian bagi orang asing;

5 Mengisi Formulir permohonan  KK.

n kependudukan

1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket
informasi dan menerima formulir
9 Pemohon diarahkan ke loket verifikasi untuk didaftarkan

3 Pemohon diarahkan ke loket entri data

4 Pemohon menerima Draft Kartu Keluarga (KK) untuk
diteliti dan ditandatangani
5 Pemohon menerima Kartu Keluarga (KK)

1 (Satu) Jam*

Tidak dikenakan biaya (gratis)

yduk Pelayanan

Kartu Keluarga (KK)

ganan Aduan,
dan Masukan

1 Kotak saran
2 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan

masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

aktu Pelayanan

Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.

Jum,at : 08.00-11.00 WIB.
Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
ana, Prasarana Server ¢ 2 Unit
atau Fasilitas Jaringan : 1 Unit
Komputer PC : 12 Unit
Printer INKJET : 4 Unit

mauw»—-wm»—-bwzo»-ﬂ"

Printer Dotmatrik + 5 Unit
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Ell"(;-1 Kompcu‘nsi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi

2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;

. 3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;

11 [Pengawasan Internal |Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk,
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala

-

Dinas Dukcapil.

12 |Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
2 Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan Falidasi  : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
5 Petugas Pengambilan Dokumen 5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang

13 |Jaminan Pelayanan 1 Bersih,Efcktip,Ramah,Komitmen,AkunLabcl,Mudah
2 Adanya Kode Etik Pegawai;
3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

14 |Jaminan Keamanan |Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan
Keselamatan disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan
Pelayanan atau Perangkat Desa.

15 |Evaluasi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil
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ndar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Komponen
AT

Uraian

asm Hukum

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

|Syarat Pelayanan

a.

C.

Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI

1 Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah;
2 Surat Pengantar RT/RW, Kepala Desa/Lurah;

3 Fotocopy Kartu Keluarga;
4

Fotocopy Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berusia
17 tahun;

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
6 Surat Keterangan datang dari luar negeri;

[6)}

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak

1 Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP
yang rusak;
2 Fotocopy KK;

3 Paspor atau ijin tinggal tetap bagi orang Asing;

Penerbitan KTP karena adanya perubahan Data

1 Fotocopy Kartu Keluarga;

2 KTP lama;

3 Dokumen pendukung untuk perubahan data,
misalnya akta kelahiran, surat nikah;

4 Pengantar dari Desa/Kelurahan;

Dipindai dengan CamScanner




Penerbitan KTP bagi orang Asing tinggal tetap

1 Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin;

2 Foto copy Kartu Keluarga (KK);

3 Foto copy Akta Nikah orang tua bagi penduduk yang
belum berusia 17 tahun;

4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;

S Paspor dan ljin tinggal tetap;

6 Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk
WNI atau orang Asing tinggal tetap

1 Surat Keterangan Pindah /Surat Keterangan Datang
2 Surat Keterangan Datang dari luar negeri
3 Formulir permohonan KTP.

f. Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk
| WNI atau orang Asing tinggal tetap
5 1 Fotocopy Kartu Keluarga;
% 2 KTP lama;
3 Foto copy paspor, ijin tinggal tetap, dan Surat
i keterangan catatan kepolisian bagi orang Asing tinggal
% tetap;
: 4 Formulir permohonan KTP dari Desa/Kelurahan
3 |Sistem, Mekanisme 1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar
~ |dan Prosedur dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan
B8 Kartu Tanda Penduduk (KTP);
i 2 Petugas memproses penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
3 Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
i 4 Pemohon menerima Kartu Tanda Penduduk dan
menandatangani bukti penerimaan produk.
|4 |Jangka Waktu 1 (Satu) Jam*
1 Penyelesaian
S |Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)
6 |Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7 |Penanganan Aduan, (1 Kotak saran
: Saran dan masukan |2 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
] Mekanisme penanganan pengaduan saran dan
f : masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut
Al 1 Cek di tempat
2 Koordinasi internal
3 Koordinasi eksternal
4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
{8 |Waktu Pelayanan 1 Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.
2 Jum,at : 08.00-11.00 WIB.
3__Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
9 |Sarana Prasarana 1 Server 2 Unit
Fasilitas 2 Jaringan 1 Unit
3 Komputer PC : 12 Unit
4 Printer INKJET 4 Unit
S Printer Dotmatrik S Unit
6 Printer Fargo 4 Unit

B BRS Bes

Dipindai dengan CamScanner




etensi Pelaksana

1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi

2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;

wasan Internal

Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk,

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala
Dinas Dukcapil.

th Pelaksana 1 Petugas Informasi /Konsultasi 3 Orang
2 Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan Validasi : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
S Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang

1an Pelayanan

1 Bersih,Efektip,Ramah,Komitmen,Akuntabcl,Mudah
2 Adanya Kode Etik Pegawai;

3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

1an Keamanan
amatan

Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan
disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan

anan atau Perangkat Desa.
asi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
sana

2 _Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

: Kondisi Jaringan Stabil

Dipindai dengan CamScanner
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' 'F Komponen
1 |Dasar Hukum

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan

pencatatan sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

Gt

Syarat Pelayanan

a.

- Penerbitan KIA Untuk Anak usia 5 tahun sampai

Penerbitan KIA Bagi Anak Kurang dari 5 tahun
1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan
Kutipan Akta Kelahiran Aslinya;

2 KK asli orang tua/wali;dan
3 KTP-el asli kedua orang tua/wali

dengan usia 17 Tahun kurang sehari
1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan
Kutipan Akta Kelahiran Aslinya;

2 KK asli orang tua/wali;dan
KTP-el asli kedua orang tua/wali

4 Pas foto Anz" berwarna ukuran 2x3 scbanyak 2 (dua)
Lembar

w

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar

dan lengkap serta menerima surat buktj pengambilan
Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Petugas memproses penerbitan Kartu Tanda Penduduk;

Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Pemohon menerima  Kartu Tanda Penduduk dan
menandatangani bukti penerimaan produk.

Dipindai dengan CamScanner
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Jangka Waktu
Penyelesaian

1 (Satu) Joam*

5 Biaya/Tarif Tidak dikennkan biayn (gratis)
6 Muyunnn Kartu Identitas Anale (KIA)
{7 [Penanganan Aduan, 1 Kotak saran
1 [saran dan masukon 2 Form Suwivei Indelan Kepuatan Magyarakat,
Mekanisme  penanganan  pengaduan saran dan
masukan  dilaksanakan  dengan  tahapian  sebagai berikut
1 Cek di tempat
2 Koordinasi internal
3 Koordinasi cksternal
e 4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
18 |Waktu Pelayanan 1 Secnin - Kamis : 08.00-15.30 WIB,
1 2 Jum,at : 08.00-11.00 WIB.

1 3 Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
19 |Sarana Prasarana 1 Server 2 Unit
| |Fasilitas 2 Jaringan 1 Unit

3 Komputer PC : 12 Unit

4 Printer INKJET 4 Unit

5 Printer Dotmatrik 5 Unit

6 Printer Fargo 4 Unit
{10 [Kompetensi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi
1 2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;

‘ 3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;

11 |Pengawasan Internal |Berjenjang mulai ¢ri Kepala Seksi Identitas Penduduk,
1 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala
- Dinas Dukcapil.

112 |Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
q: 2 Petugas Registrasi : 3 Orang
'f’ 3 Operator Verifikasi dan Validasi : 6 Orang
% 4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
5 5 Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang
! 6 Administrator Database : 3 Orang

13 [Jaminan Pelayanan 1 Bersih,Efektip,Ramah,Komitmen,Akuntabel,Mudah

2 Adanya Kode Etik Pegawai;
| 3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

14 |Jaminan Keamanan |Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan

. |Keselamatan disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan
Pelayanan atau Perangkat Desa.

15 |Evaluasi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan

. |Pelaksana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

{ Ket * : Kondisi Jaringan Stabil

Dipindai dengan CamScanner
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‘ﬁéstnndar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI

< ]
b

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan da:. Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

%

 |Syarat Pelayanan

a.

Pindah Penduduk dalam satu Desa/Kelurahan, antar
Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan antar
Kecamatan dalam satu Kabupaten:

1 Kartu Keluarga (KK);

2 KTP;

3 Formulir Pindah;

Pindah Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu
provinsi atau antar provinsi:
1 Kartu Keluarga (KK);

‘ 53 2 KTP;
3% 3 Formulir Pindah;
g 4 Fotocopy surat nikah yang sudah menikah atau
? fotocopy surat cerai bagi yang bercerai;
is Sistem: a. Pindah Penduduk dalam satu Desa/ Kelurahan, antar
‘ ;“ Mekanisme dan Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan antar
h; Prosedur Kecamatan dalam satu Kabupaten:
. 1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang

benar dan lengk
Pencatatan sipil;
2 Petugas akan memproses penerbitan KK dan
KTP yang bersangkutan dengan alamat baru; ;
3 Pemohon menerima KK dan KTP dengan alamat baru 1 E
serta menandatangani bukti penerimaan produk.

ap di Dinas Kependudukan dan

Dipindai dengan CamScanner




Z
; ‘,ﬁ"'

b. Pindah Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu
provinsi atau antar provinsi:

%

1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang

benar dan lengkap di Dinas Kependudukan dan

= Pencatatan sipil;

o 2 Petugas akan memproses penerbitan  Surat
Keterangan Pindah WNI;

3 Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah

[Jangka Waktu |1 (Satu) Jam*
* |Penvelesaian

_ |Biava/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)
- |Produk Pelayanan [Surat Keterangan Pindah WNI
- |Penanganan 1 Kotak saran
' |Aduan, Saran dan |2 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
’ gnasukan Mekanisme penanganan pengaduan saran dan
é ' masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut
1 Cek di tempat
e 2 Koordinasi internal
- 3 Koordinasi eksternal
4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
Waktu Pelayanan |1 Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.
¥ 2 Jum,at : 08.00-11.00 WIB.
“a 3 Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
) |Sarana Prasarana |1 Server : 2 Unit
~ |Fasilitas 2 Jaringan ¢ 1 Unit
3 3 Komputer PC : 12 Unit
A 4 Printer INKJET : 4 Unit
x S Printer Dotmatrik ¢ 5 Unit
0 |Kompetensi 1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi
k2 Pelaksana 2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
f 3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;
1 |Pengawasan Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Pindah Datang, Kepala
- |Internal

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
2 Dukcapil.

1 lJumlah Pelaksana |1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
z 2 Petugas Registrasi : 3 Orang
4 3 Operator Verifikasi dan Falidasi : 6 Orang
Q 4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
4 S5 Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang
,’, 6 Administrator Database : 3 Orang
3 Jaminan 1 Bersih,Efekfjp,Ramah,Komitmen,Akuntabel,Mudah
i Pelayanan 2 Adanya Kode Etik Pegawai;
: Z : 3 Tifiak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
< ;I(amman ;\pabﬂa Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan
- |Keamanan isimpan terlebih dahulu dan diserahk ey
';:f. Keselamatan atau Perangkat Desa. n ke Kecamatan
?; I}:;;iall‘:am Kinerja |1 Rapat koordinasj intern rutin setiap bulan
b sana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil

12
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r Pelayanan Ponerbitan Surat Keterangan Datang WNI

omponen Uraian

Tukum 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan pencatatan sipil di Daerah;

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

6 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

at Pelayanan a. Datang dari luar Kabupaten/Kota/ Provinsi:

1 Surat Keterangan Pindah WNI dari Dinas
Kependudukan dan Penpencatatan sipil Daerah asal;

2 Biodata/Kartu Keluarga dari Daerah asal;

3 KTP Asli dari daerah asal;

4 TFoto copy Kutipan Akta Kelahiran;

5 TFoto copy Surat Nikah;

6 Foto copy ljazah terakhir;

7 Foto copy KK yang ditumpangi;

8 Pas Foto 3:1 cm dua lembar;

9 Surat Kuasa (jika dikuasakan);

10 Foto copy KTP yang diberi kuasa.

b. Datang dari Luar Negeri:

Foto copy Paspor (asli agar dibawa);

Foto copy Kartu Keluarga;

Asli KTP yang bersangkutan;

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;

Foto copy Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Kematian;
Pas Foto ukuran 3x4 cm (2 lembar); ’
Surat Kuasa (jika dikuasakan);

Foto copy KTP yang diberi kuasa.

o N O AW
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c. Aktivasi Penduduk:
1 Surat Keterangan Domisili dari Desa;
2  Surat Pernyataan Bermeterai 6000 dengan 2 (dua)
3 KTP Saksi;
4 Foto copy Kartu Keluarga;
5 TFoto copy Kutipan Akta Kelahiran;
6 Asli KTP yang bersangkutan;
7 Foto copy Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Kematian;

3 [Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar
dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan
Kartu Keluarga (KK);

1

2 Petugas memproses penerbitan Kartu Keluarga;
3 Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kartu
Keluarga (KK) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
: 4 Pemohon menerima Kartu Keluarga dan
3 menandatangani bukti penerimaan produk.
- |Jangka Waktu 1 (Satu) Jam*
__|Penyelesaian
5 |Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)
6 |Produk Pelayanan Surat Keterangan Datang WNI
i Penanganan Aduan, |1 Kotak saran
‘ Saran dan masukan |2 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan
masukan dilaksar.akan dengan tahapan sebagai berikut
i 1 Cek di tempat
’i. 2 Koordinasi internal
i 3 Koordinasi eksternal
it 4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
‘g Waktu Pelayanan 1 Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.
2 Jum,at : 08.00-11.00 WIB.
3 Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
9 |Sarana Prasarana 1 Server 2 Unit
| |Fasilitas 2 Jaringan 1 Unit
' 3 Komputer PC : 12 Unit
4 Printer INKJET 4 Unit
5 Printer Dotmatrik 5 Unit
110 |Kompetensi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi
2
3

Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
Disiplin dan taat waktu pelayanan;

|Pengawasan Internal

—

Bfarjenjang mulai dari Kepala Seksi Pindah Datang, Kepala
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
Dukcapil.

TR oS v ) A R | SRR ek

2 |Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
2 Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan Falidasi : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
; S5 Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang
' 6 _Administrator Database : 3 Orang
3 Jaminan Pelayanan 1 Bersih,Efektip,Ramah,Komitmen,Akuntabel, Mudah
: 2 Adanya Kode Etik Pegawai;
3

Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

Jaminan Keamanan

Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan

5 Keselamatan disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan atau
_ |Pelayanan Perangkat Desa.

5 E}E}v;ﬂuam Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan

elaksana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil

14

Dipindai dengan CamScanner




ymponen Uraian
|Dasar Hukum 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

% Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

6 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

s Sarolangun.

Syarat Pelayanan 1 Menunjukan ASLI dokumen kependudukan yang

b akan dilegalisasi;

2 Foto copy dokumen kependudukan yang akan
dilegalisasi.

‘ ') em, Mekanisme 1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
| Prosedur dan benar;
o 2 Petugas memproses legalisasi dokumen;

3 Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi
dan menandatangani bukti penerimaan;

igka Waktu 15 (Lima belas) Menit

iaya / Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)
roduk Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan
[Penanganan Aduan, |1 Kotak saran
an dan masukan |2 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan
masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.

Jum,at : 08.00-11.00 WIB.

Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

u Pelayanan

WA =P W=
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Sarana Prasarana 1 Server ¢ 2 Unit
silitas 2 Jaringan ¢ 1 Unit
: 3 Komputer PC ¢ 12 Unit
4 Printer INKJET ¢4 Unit
5 Printer Dotmatrik ¢ 5 Unit
6  Gensct 1 Unit

7 Blangko

mpetensi Pelaksana (1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi
2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;
Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk,
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala

ngawasan Internal

Dinas Dukcanpil _
[Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
£ 2 Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang
4 Administrator Database : 3 Orang

aminan Pelayanan 1 Bersih,Efektip,Ramah,Komitmen,Akumabel,Mu dah

2 Adanya Kode Etik Pegawai;
3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
Apabila Dokumen sudah Jjadi namun belum diambil, akan

disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan
atau Perangkat Desa.

1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara
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» Standar Pelayanan Poncatatan dagn Penorbitan Kutipan Akta Kelahiran
'D

—_—
h [ Komponen Uralan
3 T’ﬁmlukum I Undang Undang Nomer

3

' _ 23 Tahun 2000 lentang
Administrag Kependudulkan yang te

Undang Undang Nomor
Perubahan atq

tentang Admin

Peraturan Pemerintaly Nomor
Pelaksanaan Undang

lnh dinbah dengan
24 Tahun 2013 lentang

8 Undung Undang Nomor 23 Tahun 2006
1strasi Kependudiukan;

37 Tahun 2007 tentang
Undang Nomor 23 Tahun 2000,

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata carn Pendaftaran Pendudulk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri )
tentang Pedoman Pe
Penduduk dan pe

alam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
nyelenggaraan Pendaftaran
heatatan sipil di Dacrah;

Peraturan Menterj Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

2|Syarat Pelayanan

b.

Pencatatan Kelahiran Anak yang diketahui asal-
usulnya

1 Mengisi Blangko Laporan Kelahiran;

2 Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan,
Rumah sakit, Bidan/Penolong kelahiran;

3 Foto copy buku nikah/Akta Perkawinan atau bukti
lain yang saii;

4 Fotocopy Kartu Keluarga Yang mencantumkan nama
anak yang akan diterbitkan Akta Kelahiran;

5 Fotocopy KTP-el;

Pencatatan Kelahiran Anak yang baru lahir atau baru
ditemukan dan tidak diketahui asal-usulnya

1 Mengisi Blangko Laporan Kelahiran;

2 Berita acara dari kepolisian;

3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak kebenaran
data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi;

4 Fotocopy Kartu Keluarga yang mencantumkan nama
anak yang akan diterbitkan Akta Kelahiran;
6 Fotocopy KTP-el;
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Jpa i Sk e

ﬁmamsme i eRENGatEn Kelahiran Anak yang diketahui asal-
dan prosedur usulnya

1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang
lengkap dan benar;

2 Petugas memproses pencatatan dalam  Register
Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran;

3 Pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran;

4 Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran
dan menandatangani bukti penerimaan;

b. Pencatatan Kelahiran Anak yang baru lahir atau baru
ditemukan dan tidak diketahui asal-usulnya

1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang
lengkap dan benar;

2 Pemohon diberikan jadwal verifikasi dan validasi
data yang harus dihadiri oleh pemohon dan 2 (dua)
orang saksi;

3 Pemohon dan Saksi menandatangani Berita Acara
Verifikasi/Validasi;

4 Petugas memproses pencatatan ke dalam Register Akta
Kelahiran;

5 Pemohon dan Saksi menandatangani Register
Akta Kelahiran.

4 [Jangka Waktu 1 (Satu) Hari Kerja*
__|Penvelesaian
5 |Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)
6 |Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran
7 Penangénén Aduan, 1 Kotak saran
Saran dan masukan 2 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan
masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut
1 Cek di tempat
2 Koordinasi internal
3 Koordinasi eksternal
4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
8 |Waktu Pelayanan 1 Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.
2 Jum,at : 08.00-11.00 WIB.
3 Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
9 |Sarana Prasarana 1 Server 5 2 Un?t
Fasilitas 2. Jaringan 1 Un?t
3 Komputer PC : 12 Unit
4 Printer INKJET : 4 Unit
5 Printer Dotmatrik S Unf't
6 Genset : 1 Unit
10 mpetensi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan te.kno'lcl)gx
2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
L 3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;

11

Pengawasan Internal

I

Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Kelahiran, Kepala Bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Dukcapil.
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ﬁmksana
11

1 Petugas Infonnasi/ Konsultagj H Ozrang ] )
2 Petugag Registragi

: 3 Orang
3 Operator Verifikas; dan Falidas; i 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen * 3 Orang
5 Petugas Pengambilan Dokumen .5 Orang
6 Administramr Database 3 Orang

I {Jaminan Pelayanan
Js

1 Bersih,Efekt:.ip,Rémah,f(omit;nen
2 Adanya Kode Eti

,Alfruntabel,Mudah
k Pegawai;
3 _Tidak ada diskri

g mdaminan Keamanan

minasj terhadag Pemohon,
Apabila Dokumen s

udah jadi namun belum diambil, akan

Kesclamatan disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan atau

! pe{ayanan _|Perangkat Desa, ) -

5 —Teoalaasi Kinerja 1 Rapat koordinasj intern rutin setiap bulan

|15 ?vﬁsma 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara
€

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil
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g [wo
¥ /Dasar

gtandar Pelayanan Penerbitan Akta dan Kutipan Akt, Kematia
n,

Hukum

U

Undajmg Undang Nomor 23T
Administrag; K

Undang Undan

ahun 2006 tentang
ependudukan yang telah diubah dengan
g Nomor 24 Tahun 2013 tentang

dang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrag; Kependudukan; -

ieraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
elaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 96 T
Persyaratan dan Tata cara Pen
pencatatan sipil;

ahun 2018 tentang
daftaran Penduduk dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

'- 2 |Syarat Pelayanan

Mengisi Formulir Laporan Kematian;

Asli Surat Keterangan Kematian dari
Dokter/Desa/Kelurahan;

Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian bagi
kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

Salinan Penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak
jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak
ditemukan jenazahnya;

Kartu Keluarga Asli yang masih memuat nama yang
meninggal dunia;

Bagi yang meninggal dunia lebih dari 1 (SatL'l) tahun atau
keanggotaannya dalam keluarga sudah dihapus dari
Kartu Keluarga maka menyertakan Surat Keterangan
Domisili/Surat Keterangan Penduduk dari
Desa/Kelurahzu;

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap

dan benar; ,
Petugas memproses pencatatan dalam  Register Akta

Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Pemohon menandatangani Register Akta Kematiar

Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian dan
menandatangani bukti penerimaan;
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1 (Satu) Hari Kerjar
|Tidak dilM

~Juk
Sod an Aduan,

yal
I -ﬂﬂnh , -
( 1 dan masukan
5;\1"‘

Kutipan Akta Kematian el .

1 Kotak saran
2 Form Survei Inde

ks Kepuagan Masyarakat.

T e -

Mekanisme  penan Iane
gy g 'n«m Pengaduan  saran  dan
aksanakan dengan  tahan: i
: 1 ahapan  sebagai berikut
1 Cek di tempat
2 Koordinasi internal
3 Koordinasi eksternal
4 Tindak lanjut dan solus;i permasalahan
/ o ‘e s -
| Pelayanan 1 Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.
3 2 Jum,at :08.00-11.00 WIB.
3 Hari Sabtu, Mingpu dan hari besar nasional libur
T Garana Prasarana 1  Server 2 Unit -
oslitas 2 Jaringan 1 Unit
3 Komputer PC : 12 Unit
4 Printer INKJET 4 Unit
5 Printer Dotmatrik ¢ 5 Unit
6 Genset : 1 Unit
7 Blangko

S\

Kompetensi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi

2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif:
3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;

Pengawasan Internal

=

Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Perubahan Status Anak,
Kewarganegaraan dan Kematian, Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Dukcapil.

12 [Jumlah Pelaksanai

1 Petugas Inform:asi/Konsultasi : 3 Orang
2 Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan Falidasi : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
5 Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang

13 |Jaminan Pelayanan

1 Bersih,Efekti'p,Ramah,Komitmen,Akuntabel,Mudah
2 Adanya Kode Etik Pegawai,
3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

14 |Jaminan Keamanan
Keselamatan
Pelayanan

Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan
disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan

atau Perangkat Desa.

15 |Evaluasi Kinerja

L Pelaksana

1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan

2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil
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Komponen
(4 car Jukum
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"'Welayanan

Un(lf.\ng Undan,
Adminig rasg

3’ "]l
. epe “Un 2006 1.
Undang Unda Pendudy, N yang . '() lentany,
ng Num y g “:L\h
Perubahap atag or 247 i

t W an ;
entang Admm‘*“trasi Kgpen(ldng
n
2 Peraturan Pe

3 Peraturan Presiden Nom

Persyaratan dan Taty

or 96 Tahup 2018 tentan g
pencatatan sipil;

cara Pendaﬁaran Pcnduduk dan

Pedoman Standar Pelayanan; o

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018

teptang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

5 Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6 Bagi Janda/Duda melampirkan Akta Kematian/Akta

Mengisi blangko permohonan Akta Perkawinan:

Surat Nikah dari Gereja (testimonium matrimony), atau

sebutan lainnya untuk surat nikah yang diterbitkan oleh
Vihara/Pure/Aliran Kepercayaan;

Pas foto ukuran 4x6 cm berwarna duduk berdampingan
sebanyak 3 (tiga) lembar;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e)

Perceraian

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap

2  Petugas memproses pencatatan dalam Register Akta

; X inan:
3 Pemohon menandatangani Register Akta Perkawin

4 Pemohon menerima Kutip

dan benar;

Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

an Akta Perkawinan

. : « aan:
dan menandatangani bukti penerim

.
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o < SR

penyelesaian

+ beatu) Hari Kerja*

—[produk Pelayanan

Tidak dikenakan bia a (gratis)

Kutipan Akta Perkawinan

= [penanganan Aduan,
garan dan masukan

1 Kotak saran
2 Form Survej Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekani

nill;‘:?smel Penanganan pengaduan saran dan
asukan d;

é dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

1 Cek di tempat
‘ 2 Koordinasi internal
: 3 Koordinasi eksternal
! 4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
g [Waktu Pelayanan 1 Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.
- 2 Jum,at :08.00-11.00 WIB.
A 3 Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
0 |Sarana Prasarana 1 Server 1 2 Unit
Fasilitas 2 Jaringan ;1 Unit
3 Komputer PC : 12 Unit
4  Printer INKJET 4 Unit
5  Printer Dotmatrik ¢ 5 Unit
6 Genset : 1 Unit
7  Blangko :

10 |Kompetensi Pelaksana

1 'ferampil mengoperasikan komputer dan teknologi
2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;

11 |Pengawasan Internal

Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Perkawinan dan
Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan
Kepala Dinas Dukcapil.

12 |Jumlah Pelaksana

1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
2  Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan Falidasi : 6 Orang
4  Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
5 Petugas Pengambilan Dokumen :5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang

13 |Jaminan Pelayanan

1 Bersih,Efektip,Ramah,Komitmen,Akuntabel, Mudah

2 Adanya Kode Etik Pegawai;
3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

]:4 Jaminan Keamanan

Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan
disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan atau

Keselamatan
Pelayanan Perangkat Desa.
15 |Evaluasi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil

Dipindai dengan CamScanner
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b, 5t andar Pelayanan encatatan Pembatalan Perkawinan

.~ Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang Undang Nomor 23 T
Administrasi

Umlmlg Und

: ahun 2006 tentang
Kependudukan yang telah diubah dengan

X ang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006:

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

AS

e AT

Syarat Pelayanan

w

- Mengisi formulir permohonan Akta Pembatalan

. Kutipan Akta Perkawinan

s

. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Perkawinan;
Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
dan benar;

Petugas melaksanakan pencatatan Pembatalan
Perkawinan dan memproses penerbitan Surat
Keterangan Pembatalan Perkawinan;

Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan
Perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan;

R R P P B

b g
5850

Jangka Waktu
Penyelesaian

1 (Satu) Jam*

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Penanganan Aduan,
Saran dan masukan

1
2

SW N

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan
masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

Kotak saran
Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi cksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan

24
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manan ; Senin - Kamis - 08.00-15.30 WIp
J s N
s }{::?;:ll o 1 08.00-1 1.00 wip,
M, Ming ; i i
mﬂmna B U dan hap hegay nasional Jihoy
‘F  ditas 2 Juringzm | Ulm
3 Komputey PC : l'l U”{'
4 Printer INKJET ; : Li}]'“'
5 Printer Dotmatrik 5U “'“
6 Genset 1 “f‘
7 Blangko o
/ 1 i
ompetensi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan koraputer dap teknologi

2 Mampu bersikap Sopan, ramah dan komunikatif;

Disiplin dan taat waktu pela

Pengawasan Internal

Disi yanan;
Berjenjang mulaj dari Kepala S

; eksi Perkawinan dan
Perceraian, Kepala Bidang Pel

ayanan Pencatatan Sipil dan
Kepala Dinas Dukcapil. ) ’
Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/Konsultas; : 3 Orang
2 Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan Falidasi : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
S Petugas Pengambilan Dokumen :5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang
Jaminan Pelayanan |1

Bersih,efektip,ramah,komitrnen,akuniabel,mudah
2 Adanya Kode Etik Pegawai;

3 Tidak ada disk: ‘minasi terhadap Pemohon.

Jaminan Keamanan
Keselamatan
Pelayanan

Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan

disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan
atau Perangkat Desa.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan

2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil
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| 43, Standar Pelayanan Pencatatan daq Penerbitan Kutipan Aktq p
@ Percerajan

Komponen

Dasar Hukum

Uraj
1 Undang Umlnng Nomor T

Administrag Kepend |2? ol
ey tudukan yang telah
,n_(l my Umlnnp, Nomor 94 'l‘nhu: 201: X
Perubalag atay nor

Undan
tontang Ars U # Undang Nomor
nistrag chcmlu(lulmn;

ang

) tentang
23 Tahun 2006

) Py . :
2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 7

Pelaksan;
sanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000;

> PN :
3 Peraturan Presiden Nomor 96 1

), ar b
Persyaratan dan Tata ¢
Pencatatan sipil;

‘ahun 2018 tentang
ara Pendaftaran Penduduk dan

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Pen

yelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

6 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

ubah dengan

ahun 2007 tentang

Svarat Pelayanan

Mengisi Formulir Permohonan Akta Perceraian;
Putusan pengadilan tentang Perceraian;

Kutipan Akta Perkawinan Asli;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

n B W o =

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
dan benar;

2 Petugas memproses pencatatan Perceraian dan
menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

3 Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian dan
menandatangani bukti penerimaan;

|

Jangka Waktu 1 (Satu) Jam*
Pelayanan .
Biavy; /Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)

)

Produk Pelayanan
Penanganan Aduan,
Saran dan masukan

Kutipan Akta Perceraian

1 Kotak saran
9 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat,
saran dan

. anan pengaduan .
Mekanisme penangans p ai berikut

masukan dilaksanakan dengan tahapan sebag

Celk di tempat
Koordinasi internal

inasi eksternal
Koording i permasalahan

DS W N

Tindak lanjut dan solusi

Dipindai dengan CamScanner




Waktu Pelayanan

Jrana Prasarana
«

S .
Fasllltag

NO s WN —~[N —

Jaringan © 2 Uni
Komputer PC : ’1 Unil
Printer INKJET 112 UmT
Printer Dotmatrik 4 Un.xt
Genset 5 Unit
Blangko 1 Unit

- Kompetensi Pelaksana

; Terampi] mengoperasikan komputer dan teknologi

w
o
[
(i
5
joR
5
—~
Q
-
g
5
-~
c

Pengawasan Internal

Seksi Perkawinan dan

Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan pe

Kepala Divas Dukeapil nNcatatan Sipil dan
Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/Konsultas; : 3 Orang

2 Petugas Registrasi : 3 Orang

3 Operator Verifikasi dan Falidasi :6 Orang

4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang

S Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang

6 Administrator Database

: 3 Orang

Jaminan Pelayanan

1 Bersih,efektip,rama.h,komitmen,akuntabel,mlidah
2 Adanya Kode Etik Pegawai;

3 _Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

Jaminan Keamanan

Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan

Keselamatan disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan
Pelayanan atau Perangkat Desa.

Evaluasi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan

Pelaksana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan

Stabil

Dipindai dengan CamScanner




@

W 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 3005 —————_
a ,

D Administrasi g n 2006 tentang

| Pendudukan yang ¢ lah dj

Undang Undang Nomor 94 Tahun 2%;}31 dubah dengan
Perubahan atag Undang Unq tentang

0 ang N .
tentang Administrag; Kepc“dudﬁk:ﬁor 23 Tahun 2006

3 Peraturan Presiden No
Persyaratan dan T
pencatatan sipil;

mor 96 Tahun 2018 tentang
ata cara Pendaftaran Penduduk dan

tentang Pedoman Penyelen

88araan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan

sipil di Daerah;
S Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

Syarat Pelayanan 1 Mengisi formulir permohonan Surat
Pembatalan Perceraian;

2 Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

o

Keterangan

3 Kutipan Akta Perceraian (Asli);

4 Kartu Keluarga (KK)

5 Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
3 |Sistem, Mekanisme 1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
' | |dan Prosedur dan benar;

2 Petugas memproses pencatatan Pembatalan Perceraian
dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian;

3 Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian dan menandatangani bukti penerimaan;

13

Jangka Waktu 1 (Satu) Jam*
Penyelesaian
Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) _
%ayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
‘hanganan Aduan, |1 Kotak saran

Saran dan masukan |2 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

dan
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan
masukan dil:ksanakan dengan tahapan sebagai berikut

|

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan

[f

R

Dipindai dengan CamScanner




Waklu Pelayanan 1 Senin - Kamis 08.00-15.30 WIB
.?; ;Ilum.at £ 08.00-11,00 Wi,
S _Hari Sabtu, Minggu d: i besar nasional libur
T —  en 2 geu dan hari besar n.lz,,lsnf'x‘.l libur
Fasilitas 2 Jaringan 1 Ur:il
3 Komputer PC : 12 Unit
4 Printer INKJET ¢ 4 Unit
S5  Printer Dotmatrik ¢ 5 Unit
6 Genset 1 Unit
7 Blangko
i
‘, Kompetensi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi
#, 2 M.ax.np-u bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
3 Disiplin dan taat waktu pelayanan:

Pengawasan Internal

Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Perkawinan dan
Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan

| Kepala Dinas Dukcapil.
2 (Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
£ 2 Petugas Registrasi : 3 Orang
g 3 Operator Verifikasi dan Falidasi : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
S Petugas Pengambilan Dokumen :5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang
13 |[Jaminan Pelayanan 1 Bersih,efektip,iamah,komitmen,akuntabel,mudah
2 Adanya Kode Etik Pegawai;
o 3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
14 [Jaminan Keamanan Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan
. |Keselamatan disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan
Pelayanan atau Perangkat Desa.
15 |Evaluasi i{inerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil

Dipindai dengan CamScanner



N FUESTARE,

R —_——

Standar Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

Komponen

Uraian

_

3

—

Dasar Hukum

o Yy
Bl bl

o
RN IR

Al

Xgianllii::::nng Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Undiang U:K; Kegendudukan Yang telah diubah dengan
Porubene, -,?:gu omor 24 Tahun 2013 tentang
et Adr;lin's nqang Undang Nomor 23 Tahun 2006
Istrasi Kependudukan;
}}zelr:lturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
elaksanaan Ufldang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

llZeraturem Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
ersyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
te.ntang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sarolangun.

Mengisi formulir Permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak;

Prosedur

Syarat Pelayanan 1.

: 2. Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

iy 3. Asli Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diangkat;

4. Fotocopy Surat/Akta Nikah orang tua angkat;

, 5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat;

¥ 6. Fotocopy KTP-el
18

|3 |Sistem, Mekanisme dan |1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan
| 2 Petugas memproses pencatatan di Register Pengangkatan

Anak dan membubuhkan catatan pinggir pada Kutipan Akta

Kelahiran;
Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran yang telah
diberi Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dan

menandatangani bukti penerimaan;

1 (Satu) Jam*

Saran dan masukan

Jangka Waktu
Penyelesaian .
Biaya/ Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) .
Produk Pelayanan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran
Penanganan Aduan, 1 Kotak saran
; 9 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
saran dan masukan

H W N -

Mekanisme penanganan pengaduan
dilaksanakan den

gan tahapan sebagai berikut :

Cek di tempat
Koordinasi internal

Koordinasi eksternal '
Tindak lanjut dan solus permasalahan

Dipindai dengan CamScanner




= Pelayanan 1 Senin - Kamis - 08.00-15.30 WIB.

:23 xi{um,at : 08.00-11.60 WIB,

ari Sabtu, Minggu i S i

mma T e ggu dan hari besar nasxorglalllnliltbur
rasilitas 2 Jaringan 1 Unit

3  Komputer PC 12 Unit

4 Printer INKJET 4 Unit

S Printer Dotmatrik 5 Unit

6 Genset 1 Unit

7 Blangko

Kompetensi Pelaksana {1  Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;

Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
Disiplin dan taat waktu pelayanan;

Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Perubahan Status Anak,
Kewarganegaraan dan Kematian, Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Dukcapil.

Pengawasan Internal

|Jumlah Pelaksana Petugas Informasi/Konsultasi

: 3 Orang
Petugas Registrasi

1

2 : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan Falidasi Data : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen

S

6

e —————

: 3 Orang
Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang
Administrator Database : 3 Orang
Jaminan Pelayanan 1 Bersih,efektip,ramah\komitmen,akuntabel,mudah

2 Adanya Kode Etik Pegawai:
3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

Jaminan Keamanan Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan
Keselamatan Pelayanan |disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan atau
Perangkat Desa.

Evaluasi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan daninsidental
Pelaksana 9 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil

Dipindai dengan CamScanner



standar Pelayanan Pencatatap Pengesahan Anqy
n

Komponen

" |Dasar Hukum

\\

Uraian

i g Nomor 23 Tah

Admic, ' un 2006 tentan

Undal;uStLrlai; Kependudukan yang telah diubahg dengan
& Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atag y
ndang Undang Nomor 23 T
tentang Administras; Kependudukan; A

p .
Pz;‘:lturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
tSanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata ¢
ara Pendaftaran P
Peéncatatan sipil; an Penduduk dan

Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturax? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
te_ntang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

Mengisi formulir permohonan Akta Pengesahan Anak;

Kut_ip.an Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya
peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;

Kutipan Akta Kelahiran Asli;
Kartu Keluarga (KK) orang tua;

KTP-el .

n, Mekanisme
1 Prosedur

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
dan benar;

Petugas memproses pencatatan Pengesahan Anak dan
menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Pemohon menerima Kutipan Akta Pengesahan
Anak dan menandatangani bukti penerimaan;

1 (Satu) Jam*

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Kutipan Akta Pengesahan Anak

1
2

B W N e

Mekanisme penanganan pengaduan saran da.n ‘
masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

Kotak saran
Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Dipindai dengan CamScanner




“\

Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.

'.'D\
—

m 1
Tt Pelay 2 Jumat . 08.00-11.00 WIB.
/ 3 Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
Garand prasarand b SEDECE 2 Unit
;;‘;\sili“‘s 9 Jaringan 1 Unit

3 Komputer PC : 12 Unit

4 Printer INKJET : 4 Unit

5 Printer Dotmatrik 5 Unit

6 Genset 1 Unit

7 Blangko
T —— |
Kompetenst Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi

ah dan komunikatif;

9 Mampu bersikap sopan, ram
3 Disiplin dan taat waktu pelayanan; —————""
tus Anak,

/ . . . . .
Pengawasan Internal |Berjenjang mulai dari Kepala Sekst Perubahan Sta
Kewarganegaraan dan Kematian, Kepala Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Dukcapil.
L e
Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/ Konsultasi : 3 Orang
2 Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan F alidasi  : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
5 Petugas Pengarhbilan Dokumen :5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang
abel,mudah

1 Bersih,efektip,ramah,komitmen,akunt

o Adanya Kode Etik Pegawai;
3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan

disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan

Keselamatan

Pelayanan atau Perangkat Desa.

Evaluasi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan

Pelaksana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket *: Kondisi Jaringan Stabil

Dipindai dengan CamScanner



-

AN AV AN 7

andar Pelayanan Penerbitan Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil
st
5

@ 1 Uraian

Undang Undang Nomor 23T
n) ahun 2
Administrasi Kependudu el g

kan yang telah diubah den
gndang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang .
_erubahan aFa.s Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admin: ;trasi Kependudukan:
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

6 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

2 |Syarat Pelayanan 1 Mengisi Blangko permohonan Ganti Kutipan Akta
Pencatatan Sipil;

a. Ganti Kutipan Akta Penpencatatan Sipil karena hilang

- Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan sipil yang hilang;
- Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian;

b. Ganti Kutipan Akta Pencatatan sipil Pembaharuan;
- ASLI Kutipan Akta Pencatatan sipil yang
dimohonkan;

Fotocopy Kartu Keluarga;

3 Fotocopy KTP-el Pemohon;
isme [T Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
3 |Sistem, Mekan! dan benar;
dan Proseddr 2 Petugas memproses penerbitan Ganti Akta Pencatatan
Sipil;

3 Pemohon menerima Ganti Akta Pencatatan Sipil dan
menandatangani bukti penerimaan;

1 (Satu) Jam*

Tidak dikenakan biaya (gratis)
Kutipan Ke Dua dan Seterusnya Akta Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner



1 Cek di tempat

2 Koordinasi internal

3 Koordinasi eksternal
— 4 de-ak ]anqu dan solusi permasalahan

—T{aktu Pelayanan 1 Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.
g ‘}I{um,at -~ :08.00-11.00 WIB.
ari Sabtu, Min i i i

maswaﬂa e geu dan hari besar:na2518rr$1 libur
Fasilitas 2 Jaringan : 1 Unit

3 Komputer PC : 12 Unit

4  Printer INKJET ¢ 4 Unit

5 Printer Dotmatrik : 5 Unit

6 Genset : 1 Unit

7 Blangko :

Kompetensi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan  teknologi

2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;

3 Disiplin dan taat waktu pelayanan; .
Pengawasan Internal Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Kelah.iran, Kepala .Bxdang
Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Dukcapil.

Jumlah Pelaksana 1 Petugas lnformasi./ Konsultasi : g grang
2 Petugas Registrasi I rang
3 Operator Verifikasi dan Falidasi : 6 Orang
4 OQOperator Cetak Dokumen : 3 Orang
5 Petugas Pengambilan Dokumen : 5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang

—— 0 |1 Bersﬂl,efekﬁp,ramah,kom§Unen,akuntabel,mudah
Jaminan Pelayants 2 Adanya Kode Etik Pegawai;
3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon: .
_/’Xmumen sudah jadi namun belum diambil, akan
14 |Jaminan Keamanat dip;impan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan

Keselamatan atau Perangkat Desa. : .
Pelayanan ___ mordmasi intern rutin setiap bulan ;
15 |Evaluasi Kinerja 9 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secar:
2 Melaul >
Pelaksana

isi Jari tabil
Ket *: Kondist Jaringan Sta

Dipindai dengan CamScanner



Urai R
1 Unda_ng Und‘ang Nomor 23 ';:hun 2006 t
Administrasi Kependudukan vang telah c;?x;i:lf
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tent SogEs
Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tla}?g
tentang Administrasj Kependudukan; an 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
tentang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

2 |Syarat Pelayanan 1 Mengisi Blangko Laporan Perubahan Akta Penpencatatan
sipil;

2 Foto copy salinan Penetapan Pengadilan (dilegalisir
Instansi yang berwenang) ;

3 TFoto copy Kartu Keluarga/KK (dilegalisir oleh
Kecamatan/Dinas);

4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP Pemohon
(dilegalisir Kecamatan/ Dinas);

5 Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).

w

Sistern, Mekanisme 1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
b ’
dur dan benar;
tan prose 2 Petugas memproses Pencatatan Perubahan Akta
Pencatatan Sipil; B
3 Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan
menandatangani bukti penerimaan;

4 |Jangka Waktu 1 (Satu) Jam*

Penyelesaian - {ikenakan biaya atis) s
5 Biayallﬁr_ii’—————"‘ ’}I(‘le;an Ke Dua dan Seterusnya Akta Pencatatan Sipil
6 _|Produk Pelayanan

1 Kotak saran
; llggrrn Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan  saran da.nb -
masukan dilaksanakan dengan tahapan  sebagai ber!
e XS

7 Penangan;m Aduan;
Saran dan masukan

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan

NN

Dipindai dengan CamScanner



Sarana Prasarana
? Fasilitas

2 Jaringan
3 Komputer PC
4 Printer INKJET

12 Unit
S  Printer Dotmatriy 4 Unit
6 Genset S Unit
7 Blangko

—rompetensi Pelaksana

—pengawasan Internal

—-—mh Pelaksana

Dukeapil,
1 M
2 Petugas Registrasi * 3 Orang
3  Operator Verifikasi dan Falidasj .¢q Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
S Petugas Pengambilan Dokumen .5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang

13 |[Jaminan Pelayanan

1 Bersih,efektip,ramah,komitmen,akuntabel,mudah
2 Adanya Kode Etik Pegawai;

3 _Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon,

14 |Jaminan Keamanan

Apabila Dokumen sudah jadi nam

un belum diambil, akan
Keselamatan disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan
Pelayanan atau Perangkat Desa.
o rp— —— - T
Evaluasi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap
ﬂP:Iaksana 2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

Ket * : Kondisi Jaringan Stabil

Dipindai dengan CamScanner

Rt -0 3




Ll WA Ry A e

standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Staty, Kewarganega
17. raan

EW I Undang Undatiy, Nomor 33 T

i e . a p
1 Das Administrasi K(‘-I)Cn(lu(\ukm' hun 2006 tentang

1 yan e ¢ .
g“‘l‘;"“? Undang Nomor 24 ’[‘a;y;\url: j;(: 1“'; :lluhah dengan
'’ ale J entang
i A4as Undang Undang Nomor 93 . > 200
3 Tahun 6

tentang Administrasi Kependudukan:

2 Peraturan Pemerintah No

m
Pelaksanaan Undang Und or 37 Tahun 2007 tentang

ang Nomor 23 Tahun 2006,

3 Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 t
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Pem?::larll{g
pencatatan sipil; Hee
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah:

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

6 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
te.ntang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sarolangun.

TE;;&:Pelayanan 1 Foto copy Keputusan Presiden/Keputusan Menteri
Hukum dan HAM tentang Perubahan Status
Kewarganegaraan;

2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;

3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah
kawin/menikah;

4 Foto copy KK;

5 Foto copy KTP;

6 Foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap/Kartu Izin Tinggal
Terbatas;

7 Foto copy Paspor;.

Sistem, Mekanisme 1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Perubahan
dan Prosedur Status Kewarganegaraan kemudian menyerahkan
Formulir tersebut dengan melampirkan berkas
persyaratan yang lengkap dan benar kepada Petugas

Pelayanan;
2. Petugas pelayanan memproses pencatatan

perubahan Status Kewarganegaraan dalam buku .
pendaftaran dan membuat Catatan Pinggir pada Register

Akta Penpencatatan sipil dan Kutipan Akta

Penpencatatan sipil;
3. Pemohon menerima Kutipan /
yang telah diberi Catatan Pinggir tent

Status Kewarganegaraan serta menandat
penerimaan produk.

an Akta Pencatatan Sipil
ang Perubahan .
angani bukti

I

Dipindai dengan CamScanner



Satu) Jam*
rJaﬂgkawakm 1 (Satu) \
. \

an . : .
pen elcTSi llf Tidak dikenakan biaya (gratis) —

—piaya/ Catatan Pinggir pad i

5 “Pelayanan : pada Kutipan Akta Penpenenrm——————
1k Pe ; Npencatatan gjn;

6/ prodt apabila yang bersangkutan pernah mencatatk an sipil

penting di Instansi Pelaksana AN peristiwa

|_——n Aduan, |1 Kotak saran ]
an masukan 2 Form Survei Indeks Kepuas Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan

1 Cek di tempat
2 Koordinasi internal
3 Koordinasi eksternal
4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
(Wyanan 1 Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.
8 2 Jum,at : 08.00-11.00 WIB.
3 Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
; msarana 1 Server : 2 Unit
pasilitas 2 Jaringan : 1 Unit
3 Komputer PC : 12 Unit
4 Printer INKJET ¢ 4 Unit
S Printer Dotmatrik : 5 Unit
6 Genset ¢ 1 Unit
7 Blangko -

10 |[Kompetensi Pelaksana |1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi
2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;

11 |Pengawasan Internal |Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Perubahan Status Anak,
Kewarganegaraan dan Kematian, Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Dukcapil.

12 |Jumlah Pelaksana 1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
2 Petugas Registrasi : 3 Orang
3 Operator Verifikasi dan Falidasi  : 6 Orang
4 Operator Cetak Dokumen : 3 Orang
5 Petugas Pengambilan Dokumen :5 Orang
6 Administrator Database : 3 Orang

—

Jaminan Pelayanan 1 Bersih,efektjp,ramah,komitmen,akuntabel»mu‘iah

2 Adanya Kode Etik Pegawai;
Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

e 3 S
f;h Jaminan Keamanan Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, il:nan
| |Keselamatan disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecama
?Eﬂanin atau Perangkat Desa. '
l 3 EvaluaSi Kinerja 1 Rapat koordinasi intern rutin setiap b:}:? [KM)secara
~aksana D Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyar

K

“t*: Kondisi Jaringan Stabil

Dipindai dengan CamScanner



gar Pelayanan Legalisir Akta Pencatatan Bipil
stan

' Ihu“ - '\\\

Lo 2006 (p
Adminiatrani chcmludukun yang, ‘cln; lfnlnnu
Undang Undang Nomor 24 "‘llhun. ?01" diubap, dengar,
Perubahan atas Undang y 14 tentany,

ndang N
tentang Administrasi l(cpcndudﬁk::)rlnl'mr " Tahun 2006
’

Peraturan Pemerintah Nomor 37 T,
Pelaksanaan Undang Undang Nomo

18.

5]

3 Peraturan Presiden Nomor @
Persyaratan dan Tata cara p
pencatatan sipil;

6 Tahun 2014 tentang
endaflaran Penduduk dan

;
; tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
| dan pencatatan sipil di Daerah;

| :
| 5 Peraturarf M'enten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

f Pedoman Standar Pelayanan:

6 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 48 Tahun 2018
te.ntang Standr Operasional Prosedur Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sarolangun.

o

Syarat Pelayanan 1 Menunjukan ASLI dokumen kependudukan yang
akan dilegalisasi;
2 Foto copy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi.

|
|

3 [Sistcm, Mekanisme 1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
|
|

dan Prosedur dan benar;
2 Petugas memproses legalisasi dokumen;

3 Pemohkon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan
menandatangani bukti penerimaan;
T
* Jangka Waktu 15 (Lima belas) Menit
—Penvelesajan
~—=:ava/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)

~—Froduk Pelayanan Legalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil

: *langanan Aduan, 1 Kotak saran
“#andan masukan |2 Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan saran dalnbcrikut
masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai

Cek di tempat
Koordinasi internal

inasi eksternal
Koordinasi ekste \si permasalshan______—

Tindak lanjut dan solu
Senin - Kamis : 08.00-15.30 WIB.

Jum,at : 08.00-1 1'00. Bl \sional_libur
Hari Sabtu, Minggu an

WK —[d W~ =

Dipindai dengan CamScanner



F asilit?

1 Server B L
a Pfasaraﬂa o Jaringan . Un!t
5arah Komputer PC * 1 Unit
K I * 12 Unit

4 Printer INKJET . 4 Unit
5 Printer Dotmatrik . 5 Unit
6 Gensct : 1 Unit
7 Blangko .

W

1 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi
2 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;

L~ xompP
10. 3 Disiplin dan taat waktu pelayanan;
/m Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang Pelayanan
11/ pengawas Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Dukcapil.
| ——Tiaksana | 1 Petugas Informasi/Konsultasi : 3 Orang
ana . .
fJumlﬁh Pelaks 2 Petugas Regis.rasi : 3 Orang
3 Petugas Pengambilan Dokumen :5 Orang
4 Administrator Database : 3 Orang
——Delayanan 1 Bersih,efektip,ramah,komitmen,akuntabel,mudah
13. [Jaminan P 2 Adanya Kode Etik Pegawai;

3 Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

—
T [Jaminan Keamanan
Keselamatan

Apabila Dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan
disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke Kecamatan atau

Perangkat Desa.

T |Evaluasi Kinerja

1 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
2 Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)secara

_J Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner



